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Nepata Republih Indonesta Falan ( e o
Fambahan Lembaran Negata Repaabibil ||““|“l tepanke biin
SO0 sebagannana telahe dabale beberaga “«; ,I' e
denpan l'n;l.ull: Uiy Nennor L4 Taho vl" '|~lln|ll|-
!‘vn‘llh.uh.m hedoa atas Undang Undang N““I”;'u ﬁml.-m—'
JOLL tentang  Pembentuabkan  Peratoran 1 ‘
wdangan, -
A ll::lthmi; Undang Nomor o Tahiun "_“.I ! '”:IHI'IIHN-I:::H"‘II
(lc-mh‘n‘r.m Negara Republih Tadonessa Talion 20 i
Co Fambahan Lembaran Negara Repubbil Tndonesia “| '
'\.l".‘\' sebagatmana telah dibah beberapa kol teralkdon
. L P 20240 tentanyg
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 20. |
l'(‘l'l-lh.lh&lll hedua Atas Undang Undang Nomor 6 lnlnu‘n
2004 tentang Desa (Lembaran Nepgora Republhik l“"”“""h"
Fahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 691 4).

+ Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 29587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor 9539)

beberapa kali diubah terakhir

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Kedua atas Peraturan Pemerintah No

tentang Peraturan Pelaksanaan Unda

Tahun 2014 tentang Desa (

Indonesia Tahun 2019 Nom

Negara Republik Indonesia N

w

baran Negara
sebagaimana telah
dengan Peraturan
tentang Perubahan
mor 43 Tahun 2014
ng-Undang Nomor 6
Lembaran Negara Republik

or 41, Tambahan Lembaran
omor 6321);




6.

10.

11.

12.

13.

14.

13,

L

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dé
pendapatan dan

Desa yang Bersumber darn Anggaran :
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebapalmana telah

Peraturan

diubah terakhir ~dengan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
sumber dari Anggaran

(Lembaran Negara
omor 957, Tambahan

beberapa  kali

tentang Dana Desa vang Ber
Pendapatan dan Belanja Negara
Republik [ndonesia Tahun 2016 N
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan Pembaﬂguna‘n
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 174);
12 Tahun 2025 tentang

Peraturan Presiden Nomor ‘
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2025 Nomor 25);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1851);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1203);




16.

1%,

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran
Jaminan Keschatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802):

Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2022
Nomor 960):

Peraturan Menter; Desa, Pembangunar Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 TahAun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, 4" Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum  Pembangunan dan Pemquayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Repu plik Indonesia Tahun
2023 Nomor 590); .
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dand Desg Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara RepubliK |ndonesia Tahun
2024 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomOT‘Sl
Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara RepubliK Indonesia Tahun

2025 Nomor 970);

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang
/Kelurahan

Skema Pengembangan Usaha Koperasi Desa/
Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2025 Nomor 450);
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk

Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 1151);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun

2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);



Temanggung Nomor 14
Pembangunarl Jangka
n 2025

23. Peraturan Daerah Kabupaten
Tahun 2024 tentang Rencana
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahu
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2024 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2025 Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 20.18
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Bernta
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51.

Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);

29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72
Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Nomor 69);

30. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun
2019 Nomor 2;

31. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Purwodadi Nomor
8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020-2028 (Lembaran

Desa Purwodadi Tahun 2025 Nomor 6);




n 2025 tentang

32, Peratir
eraturan Desa Purwodadi Nomor 9 Tahu
Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Desa purwodadi
(Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2025 Nomor 9},

Dengan Kesepakatan Bersama
BA
DAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODAD!

dan
KEPALA DESA PU RWODADI

MEMUTUSKAN :

Merietepran TENTANG ANGGARAN

PERATURAN DESA PURWODADI
N ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHU

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2026

adalah sebagai berikut :
2.071.926.000

1. Pendapatan Desa Rp

2. Belanja Desa Rp 1920826888
Surpuls/(Defisit) ?,f"//m 099.112

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 68.900.888
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 220.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp (151.099.1 12)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp_ - 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa,

b, Daftar Penyertaan Modal;

_ Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.



Pasal 4

pbaran Anggaran

Kepala De
P Sa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penja
laksanaan APB

pPendapata ,
DZsa patan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pe

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan pen
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersed
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan De
APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemeri

tidak dapat diprediksi sebelumnya,
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa:

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

(1) menggunakan

anggulangan bencana,
ia anggarannya, vang
sa tentang Perubahan

menuhi kritena:
ntah Desa dan

o

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun

berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek

belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7
ran i . ar
Peratu Dcaa ni mulaj bcrlaku pada tangﬂ/’il d ndang#a

Agar setiap orang mengeiah

_ peraturan Desé
ini dalam Lembarg, De

ndangs
Ui, memerintahkan pengundane?
88 Purwodadi

5 o ad
YQL’dpkar‘ dl Pu O 2

)’d’j tan

KEPALA 55

Diundangkan dj Purwodadi '
pada tanggal 3] Desember 2025 ‘
SEKRETARIS DESA PURWODADI

T

NURCHOLIS

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2025 NOMOR 14
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